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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
Mataram

Oleh :
GADING ARI KURNIA SANDI

NIM 6117110127

Setiap tenaga kerja baik pria maupun wanita yang melakukan suatu
pekerjaan dilindungi oleh hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan. Pentingnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja menjadi modal
utama untuk kesejahteraan buruh atau tenaga kerja guna untuk melindungi tenaga
kerja dari bahaya yang ditimbulkan di lingkungan tempat kerja. Tujuan penelitian
untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan
Kesehatan kerja terhadap tenaga kerja, dan upaya penyelesaiannya jika terjadi
pelanggaran keselamatan kerja oleh tenaga kerja di PT PLN (Persero) Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram. Jenis penelitian hukum normatif
dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Teknik
pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini antara lain studi perpustakaan
dan wawancara, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Mataram
melaksanakan perlindungan K3 terhadap karyawan dengan menerapkan sistem
manajemen K3 di perusahaan. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
yang terencana, terukur, dan terintegrasi; mencegah dan mengurangi kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau
buruh, dan juga serikat pekerja atau buruh, serta menciptakan tempat kerja yang
aman, nyaman, dan efesien. Upaya Penyelesaian permasalahan K3 yang dilakukan
oleh PT PLN (Persero) UP3 Mataram vyaitu dengan negosiasi, yakni dengan
berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan memanggil pengawas
pekerjaan dan menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran keselamatan kerja.
Kemudian melakukan pembinaan terhadap pengawas pekerjaan dan pelaku
pelanggaran keselamatan kerja. Kesimpulan: Penyelesaian permasalahan K3 yang
dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pendekatan secara personil,
melakukan koordinasi serta pembinaan terhadap pengawas pekerjaan dan pelaku
pelanggaran keselamatan kerja.

Kata Kunci: Perlindungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
AT PT PLN (Persero) Customer Service Implementing Unit (UP3)
MATARAM

By :
GADING ARI KURNIA SANDI
NIM 6117110127

The law protects every male and female worker who performs a job, The
relevance of occupational safety and health issues is the most important capital for
the welfare of workers or to protect workers from the hazards that exist in the
workplace. The purpose of the study was to determine the implementation of legal
protection for occupational safety and health for workers and the efforts to resolve
it if there was a violation of work safety by workers at PT PLN (Persero)
Customer Service Implementing Unit (UP3) Mataram. This type of legal research
is normative and empirical with a statutory and sociological approach. The
techniques of collecting materials and data in this study include library studies and
interviews, while the analytical method used is descriptive qualitative analysis. PT
PLN (Persero) UP3 Mataram implements K3 protection for employees by creating
an OHS management system in the organization. Occupational safety and health
protection were planned, measured, and integrated by incorporating management
components, employees or laborers, trade unions or laborers, and building a safe.
comfortable. and efficient workplace, Work accidents and occupational diseases
were prevented and decreased. Efforts to resolve K3 problems carried out by PT
PLN (Persero) UP3 Mataram are by negotiation, namely by negotiating to reach a
mutual agreement. By contacting the workplace supervisor and determining the
root causes of occupational safety violations, Then, for supervisors and
perpetrators of work safety infractions, provide a guide. Conclusion: The
company's response to K3 issues is to approach staff, coordinate, and provide
direction to work supervisors and perpetrators of work safety violations.

Keywords: Protection, Occupational Safety. and Health
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan pengembangan nasional yang terintegrasi,
beberapa aspek dukungan, salah satunya adalah perkembangan sektor industry
memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas pengembangan negara.
Faktor pendukung yang meningkat di sektor ini adalah faktor alami, modal
dan pekerjaan. Semua orang terkait erat dengan inkarnasinya. Dalam hal
faktor kerja, faktor ini sangat penting untuk gerakan aktivitas, stabilitas dan
produktivitas di perusahaan. Karena faktor kerja jauh lebih diperlukan, upaya
diperlukan untuk melindungi, mendorong, bekerja langsung untuk
menciptakan pekerjaan kesehatan saat melakukan pekerjaan mereka. Salah
satunya adalah memperhatikan faktor perlindungan bagi tenaga Kkerja,
terutama berfokus pada aspek keamanan kerja.

Pada prinsipnya, perlindungan pekerja harus membuat pekerja lebih
manusiawi. Karyawan memiliki kemungkinan bagi mengerjakan beragam
pekerjaan serta tanggungan sosial, serta bisa menumbuhkan potensinya buat
menaikkanan kualitas hidupnya. Agar berhasil melindungi tenaga kerja,
diperlukan perencanaan dan implementasi yang komprehensif, komprehensif
dan berkelanjutan.

Perlindungan pekerja merupakan hal yang penting dalam praktik kerja
karena membantu melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja dan

untuk menjaga produktivitas dan stabilitas perusahaan. Ada banyak penyebab



sering terjadinya kecelakaan kerja, termasuk fasilitas atau kondisi tempat
kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak hanya didasarkan pada alat
dan bentuk jaminan keamanan lainnya, tetapi juga tergantung pada kesadaran
pekerja itu sendiri dan bekerja dengan hati-hati.

Oleh karena itu, semua pihak memerlukan tindakan yang terlibat
dalam perlindungan keamanan dari pekerjaan ini, yang sebagian besar
kecelakaan dapat dicegah dengan menetapkan dan mengimplementasikan
ketentuan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan di tempat Kkerja.
Perusahaan-perusahaan yang memiliki organisasi keamanan kerja yang baik
telah menunjukkan bahwa mereka berhasil dalam upaya untuk mencegah
kecelakaan Kkerja. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam hal
keamanan dan perlindungan kesehatan profesional. Gangguan pemerintah
dalam hubungan pekerjaan di sini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 27, ayat
27, paragraf 2, paragraf 2, hukum fundamental tahun 1945, yang
mengharuskan: "Warga negara memiliki hak untuk bekerja dan penghidupan
yang layak Untuk kemanusiaan”.

Untuk mewujudkan hak-hak orang-orang tersebut di atas, negara
berkewajiban berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga
kerja. Untuk menjamin keamanan kerja, pemerintah merumuskan Undang-
Undang Keamanan Kerja No. 1 Tahun 1970, yang dituangkan dalam peraturan
yang mewajibkan pekerja untuk sebisa mungkin menghindari kecelakaan

kerja.



Perlindungan hukum bagi pekerja pada prinsipnya tidak membedakan
antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pekerjaan yang
menguntungkan. Setiap karyawan memiliki kemungkinan yang sama untuk
mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Artinya laki-laki dan perempuan
sama di depan hukum. Setiap pekerja yang dipekerjakan, baik laki-laki atau
perempuan, dilindungi oleh hukum yang diatur dalam undang-undang. Pasal
86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur:

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan:

a. Keamanan dan Kesehatan Kerja ;

b. Moral dan Kesusilaan ;

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai
agama.

2. Untuk melindungi keamanan pekerja atau buruh guna mewujudkan
produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keamanan dan
kesehatan kerja

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan pada tahun 2003
tidak menghapus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keamanan
Kerja yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendapatkan perlindungan
selama bekerja. Undang-Undang Kesehatan dan Keamanan Kerja No. 1 Tahun

1970 mengatur ketentuan-ketentuan dasar kesehatan dan keamanan kerja



sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan kerja dapat dilakukan, memberikan alamat paksa atau
meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, serta perlindungan fisik dan
sosial ekonomi melalui aturan yang terjadi di perusahaan. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keamanan Kerja tidak hanya luas dan
kompleks, tetapi juga sangat mendalam, karena pohon-pohon dari peradangan
mereka tiba berdiskusi tentang bahaya yang disebabkan oleh laboratorium,
kemudian menyajikan beknya. Selain memuat peraturan tentang persyaratan di
tempat kerja, peralatan dan implementasi, ada juga peraturan tentang
ketentuan penerimaan dan pilihan petugas, pemeriksaan medis, pendidikan
dan pelatihan untuk tenaga kerja.

Sebagai satu-satunya penyelenggara layanan listrik di Indonesia, PT
PLN (Persero) memiliki peran yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan
pasokan listrik nasional, karena listrik merupakan kebutuhan dasar bagi
kelangsungan hidup suatu negara. Kebutuhan manusia akan penggunaan listrik
selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data PLN secara nasional,
jumlah pelanggan listrik hingga akhir Agustus 2019 mencapai 66,63 juta
pelanggan. Jumlah tersebut meningkat 3,65% dibanding akhir 2020 yakni
sekitar 64,28 juta pelanggan. Berdasarkan data Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) PT PLN (Persero) Rayon Ampenan per-Desember 2020, di
Kota Mataram terdapat setidaknya 45.561 pelanggan listrik rumah tangga,

baik itu pelanggan listrik prabayar maupun pascabayar. Program PLN dapat



dibedakan menjadi dua, yaitu layanan listrik konvensional (pascabayar) dan
layanan listrik pintar (prabayar). Kedua program tersebut memiliki
kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun sebagai program yang
lebih mutakhir, layanan listrik pintar (prabayar) memiliki tingkat efektifitas
dan efisiensi yang lebih tinggi dalam hal aksesibilitas dan kontrolnya.

Menurut observasi pendahuluan yang dilakukan bahwa ditempat
Perusahaan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT PLN (Persero)
Rayon Ampenan, karena pekerja menggunakan peralatan mesin dalam
bekerja, maka terdapat beberapa pelanggaran atau masalah terkait keamanan
dan kesehatan kerja pekerja. Menangani pemasangan listrik untuk pelanggan
baru yang sering mengalami kecelakaan. Perusahaan harus memperhatikan
kesehatan, kesejahteraan dan upah karyawan internal. Oleh karena itu, pekerja
yang bekerja di perusahaan harus dilindungi undang-undang.

Oleh karena itu, ketika penulis tertarik untuk mengidentifikasi
kesehatan dan keamanan kerja sebagai aset terpenting bagi kesejahteraan
pekerja/pekerja secara keseluruhan, pentingnya masalah keamanan Kkerja
sebenarnya menjadi isu nasional, sehingga tidak berlebihan untuk melakukan
penelitian terhadap keamanan Kerja pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram. Dalam hal ini, penulis ingin
mengangkat mengnangkaat topik: “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan

Pelanggan (UP3) Mataram”.



. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan
terhadap pekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3)
Mataram?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran keselamatan
kerja oleh pekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3)
Mataram?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan
dan kesehatan terhadap pekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan
Pelanggan (UP3) Mataram.

b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran
keselamatan kerja oleh pekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan
Pelanggan (UP3) Mataram.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan
di bidang hukum perdata khususnya dalam pelaksanaan kesehatan dan

keamanan kerja pekerja.



b. Manfaat Praktis
Mungkin bermanfaat bagi perusahaan yang menerapkan
undang-undang kesehatan dan keamanan bagi pekerja, masyarakat, dan
peneliti sendiri untuk memahami pentingnya menerapkan perlindungan
hukum kesehatan dan keamanan bagi pekerja terhadap Undang-
Undang Jaminan No. 1 tentang Kesehatan dan Keamanan Kerja tahun
1970.
c. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Mataram.



D. Orisinalitas Penelitian

No | Nama Judul Rumusan Perbedaan Hasil Penelitian
Masalah
1. | Nur Implementa | Bagaimana | Perbedaan Hasil penelitian
Rofiah si Pelaksanaan | penelitian menunjukkan bahwa CV.
(2016) Perlindunga | Perlindunga | Nur Rofiah | Mupakat Jaya Engineering
n n K3 dengan dalam penciptaan
Keamanan | Terhadap penelitian perlindungan K3 tidak
Dan Pekerja ini yaiti optimal. Meskipun ia telah
Kesehatan Proyek pada melakukan upaya
Kerja Bagi | Konstruksi | penelitian perlindungan K3 dengan
Pekerja Oleh CV. Nur rofiah | memberikan peralatan
Proyek Mupakat tinjauan perlindungan pribadi, pada
Konstruksi | Jaya Teknik | Undang- kenyataannya, masih ada
Di Cv. Ditinjau Undang No | banyak pekerja yang
Mupakat 13 tahun enggan untuk
Jaya Teknik 2003 menggunakannya.
(Tinjauan sedangkan | Selanjutnya, Perusahaan
Undang- penelitian belum menerapkan SMK3,
Undang ini Tinjauan | yang wajib untuk
No.13 Udang- diterapkan kepada
Tahun 2003 Undang No. | perusahaan yang memiliki
Dan 1 Tahun potensi bahaya tinggi.
Mashlahah 1970 Perlindungan K3 di
Mursalah) Mashlahah sangat
dianjurkan, karena
merupakan bentuk
perlindungan diri terhadap
kerusakan (insiden
pekerjaan). Selanjutnya,
perlindungan sangat
penting karena manfaat
bagi pekerja.
2. | Cindy Penerapan Bagaimana | Perbedaan Hasil penelitian
Dwi Keamanan | penerapan penelitian menunjukkan bahwa
Yuliandi | gan K3 diBalai | Cindy Dwi | fungsi dan manfaat dari
(2019) | Kesehatan | Inseminasi | yuliandi implementasi K3
Kerja (K3) | Buatan dengan mencakup semua aspek
Di (BIB) di penelitian yang dinyatakan dalam
Lingkungan | Lembang? | ini terletak | teori. Demikian juga,
Kerja Balai pada tempat | dengan langkahlangkah
Inseminasi penelitian implementasi K3, BIB
Buatan dan tinjauan | melakukan semua tahapan
(BIB) Undang- penerapannya sepenuhnya
Lembang Undang




Lara Implementa | Bagaimana | Perbedaan Hasil penelitian
Famela | si Program | pelaksanaan | penelitian menunjukkan bahwa
Citra Keamanan | dan faktor- | inidengan | PT.PLN Lombok
(2018) Dan faktor yang | penelitian departemen telah
Kesehatan | menyebabk | Lara menerapkan system
Kerja (Studi | an Famela perlindungan tenaga kerja
Di PT. PLN | terhambatny | Citra yaitu | dan kecelakaan sesuai
Sektor a pada dengan Peraturan
Lombok) implementa Pemerintah Nomor 50
si program Tahun 2012, yaitu
Keamanan menerapkan sejumlah
dan prosedur perlindungan
Kesehatan tenaga kerja dan PT, dan
Kerja bagi merumuskan rencana
buruh/peker perlindungan tenaga kerja
jadi PT. bagi pekerja. PLN Sektor
PLN Sektor Lombok telah menerapkan
Lombok. analisis keamanan kerja
dan system HIRADC.
Christie | Penerapan Bagaimana | Perbedaan Hasil penelitian
Pricilia | Aspek penerapan penelitian menunjukkan bahwa
Pelealu Hukum aspek ini dengan | proyek tersebut memiliki
(2015) Terhadap hukum dan | penelitian penerapan hukum yang
Keamanan | juga Christie baik untuk K3, karena
Dan manajemen | Pricilia setiap elemen K3 telah
Kesehatan K3, PT. Pelealu dilaksanakan sesuai
Kerja (Studi | Wika yaitu dengan peraturan
Kasus: Gedung terletak perundang-undangan yang
Proyek The | mengadaka | pada ditetapkan oleh pemerintah
Lagoon n Inspeksi tinjauan dan aturan serta sanksi
Tamansari K3, Audit Undang- yang dikeluarkan oleh
Bahu Mall) | K3 dan Undang kasus PT Wika Gedung.
Tindakan Hal ini berdampak pada
Perbaikan karyawan dan perusahaan
dan karena kecelakaan,
Pencegahan penyakit akibat kerja, dan

pelanggaran kerja dapat
dihindari di proyek
Tamansari Lagoon.
Dengan peraturan tersebut,
dasar hukum pelaksanaan
keamanan kerja (K3)
menjadi lengkap.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan kerja mengacu pada keadaan dimana pekerja tidak
mengalami gangguan fisik atau mental di bawah pengaruh interaksi antara
pekerjaan dan lingkungan. Kedokteran kerja adalah spesialisasi perawatan
kesehatan / ilmu dan praktik kedokteran, dan tujuannya adalah untuk
memungkinkan pekerja / masyarakat mencapai tingkat tertinggi fisik,
mental melalui pencegahan dan pengobatan penyakit / gangguan kesehatan
yang disebabkan oleh alasan berikut atau untuk mencapai kesehatan
sosial:. Faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta pencegahan penyakit
umum.*

Keselamatan mengacu pada keadaan tempat kerja yang aman dari
kerusakan dan kehilangan, baik itu penggunaan alat, bahan, mesin,
teknologi pengemasan, penyimpanan selama proses manufaktur, atau
pemeliharaan dan perlindungan tempat kerja dan lingkungan kerja. K3
adalah kondisi kerja yang sehat dan aman bagi tempat kerja, perusahaan,

masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat kerja.?

Y Gempur Santoso, “Monajemen Keselomaton Don Kesehaton Kerja” Ghalia Indonesia, Bogor
selaton. 2004. hal. 40

2 Kuswana, Wowo. Ergonomi dan K3 Kesehaton Keselomaton Kerja, PT. Remaja Rosdakarya
Offset. Bandung. 2014. Hal. 27

* Triwibowo, C don Pusphandoni, ME. Kesehaton Lingkungon don K3. Yogyakorts: Nuho
Medika. 2013. hal. 50
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Hukum yang mengatur keamanan dan kesehatan kerja adalah
hukum n. 13 tahun 2003 berkaitan dengan pekerjaan, khususnya paragraf
tentang keamanan dan kesehatan di tempat kerja, Pasal 86 dan 87. Pasal 86
Lee.: "Setiap pekerja / pekerja memiliki hak untuk melindungi keamanan
keamanan dan keselamatan." Pasal 86 ayat 2: " Untuk melindungi
keamanan pekerja untuk melakukan produktivitas kerja yang optimal,
keamanan kerja dan tenaga kerja ". Pasal 87: "Semua perusahaan diminta
untuk menerapkan system manajemen kerja dan manajemen keamanan
terintegrasi dengan system manajemen perusahaan'.

Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) dapat mempertahankan
karyawan dengan lebih baik. Keamanan kerja (K3) semacam ini harus
dikomunikasikan kepada setiap karyawan melalui nasihat dan bimbingan
yang baik sehingga mereka dapat menyadari pentingnya keamanan kerja
bagi diri mereka sendiri dan perusahaan.’

Kesehatan dan keamanan, atau lebih tepatnya kesehatan dan
keamanan kerja (K3), berkaitan dengan masalah manajemen risiko di
tempat Kkerja, di mana risiko dapat berakhir dengan kecelakaan, cedera,
atau penyakit. Kesehatan dan keamanan kerja adalah proses melindungi
pekerja di perusahaan atau kegiatan tempat kerja yang menimbulkan risiko
fisik dan mental bagi pekerja. Perlindungan karyawan merupakan
kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya

kecelakaan kerja.

188

* Maloyu S.P Hosibuon, Manajemen Sumber Days Monusia. Jokorta: Bumi Hksara. 2003. hal.
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2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tujuan utama dari kesehatan dan keamanan kerja adalah untuk
menciptakan lingkungan atau suasana yang aman dan sehat untuk
menghindari kecelakaan kerja sehubungan dengan pemeliharaan karyawan
dan dengan demikian meningkatkan loyalitas karyawan kepada
perusahaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa
keamanan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, pangkalan kerja
dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi sumber
produksi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adapun tujuan dan
makna K3 adalah sebagai berikut:®
a. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Jika perusahaan berhasil mengurangi tingkat dan keparahan
kecelakaan kerja, penyakit, dan stresor, serta meningkatkan kualitas
kerja karyawan, maka perusahaan akan lebih efisien. Manfaat
lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah setiap pegawai
dilindungi oleh K3 secara fisik, sosial dan psikologis, serta
memberikan rasa aman dan perlindungan di tempat kerja, terhindar
dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau
kondisi kerja, serta meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan
kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja.

b. Kerugian Lingkungan Kerja yang Tidak Aman dan Tidak Sehat

% Rivai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaon Dori teori Ke Praktik.
Jokarta: PT. Raja Grafindo Persads. 2005. hal. 11
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Seringkali ada sejumlah besar biaya yang berasal dari
kenyataan bahwa ada kerugian kerugian karena kematian dan
kecelakaan di tempat kerja dan kerugian karena penyakit yang
berhubungan dengan tenaga kerja dan untuk mereka yang berkaitan
dengan kondisi kondisi psikologis.

Sementara tujuan keamanan dan Kesehatan adalah sebagai

berikut:®

a.

Menjamin keamanan dan kesehatan kerja fisik, sosial dan psikologis
setiap karyawan.

Gunakan setiap perangkat dan perkakas seefisien mungkin.

Semua produk tetap aman.

Terjaminnya pemeliharaan dan peningkatan gizi dan kesehatan
pekerja.

Meningkatkan semangat kerja, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
Menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan
atau kondisi kerja.

Setiap karyawan merasa aman di tempat kerja.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa tujuan dari rencana

kesehatan dan keamanan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja

yang aman dan sehat, melindungi karyawan dan menjaga kondisi fisik dan

mental, sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

® 4. Anwoar Prabu Mongkunegora. Manajemen Sumber daya Monusia Perusahaon. Bondung :
PT Remaja Rosdokarya. 2005. hal. 67
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3. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rencana kesehatan dan keamanan kerja merupakan salah satu

rencana wajib bagi semua perusahaan, karena rencana tersebut sangat

penting bagi keamanan dan kesehatan karyawan perusahaan. Rencana

kesehatan dan keamanan kerja adalah:’

a.

b.

Mencegah, mengurangi dan meminimalkan kemungkinan kecelakaan
di tempat kerja

Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, meledakkan
bahaya

Buat sarana cara untuk diselamatkan pada saat kebakaran atau
peristiwa lain yang membahayakan dan peristiwa lain yang merugikan

Berikan kecelakaan bantuan (PPK)

Perangkat Perlindungan Pribadi Tampilan propagasi, kelembaban,
kotoran, asap, uap, gas, kotoran, radiasi, penyakit penampilan getaran
karena, baik secara fisik (keracunan, infeksi dan transmisi) dan mental
(upaya mental, depresi dan parsial).

Mempergunakan aplikasi ringan

Sesuaikan suhu dan kelembaban udara dengan baik

Menjaga kebersihan lingkungan dan pesanan

Membuat harmoni dalam proses kerja

Lakukan pemuatan dan pembongkaran dan penyimpanan produk /
bahan

Hindari aliran listrik yang berbahaya

Pengawasan kerja yang sempurna yang memiliki potensi kecelakaan

tinggi.

4. Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Beberapa landasan hukum yang biasa dijadikan acuan terkait

kesehatan dan keamanan kerja, antara lain:

a.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2

" Prowirosentono. S, Monajemen Sumber Days Monausia, Kebijokon Kinerjo Koryawan.
(Yogyakarta: BPFE, 2002) hal. 113
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"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan.” Artinya
pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah pekerjaan
manusiawi yang menjaga kesehatan dan keamanan pekerja.”

b. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970 Tentang Keamanan Kerja
Undang-undang tersebut mencakup ruang lingkup pelaksanaan
keamanan produksi, persyaratan keamanan produksi, pengawasan,
pembinaan, 17 kecelakaan, tugas dan hak kerja, kewajiban memasuki
tempat kerja, tugas manajemen dan peraturan penutupan (ancaman
pidana), dll.

c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang
harus dilakukan sesuai dengan tidur bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Hukum Fundamental Republik Indonesia pada tahun
1945.

d. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Khususnya alinea 5
tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan pasal 87.

B. Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai kondisi dimana
pekerja selalu sehat tanpa ada hal yang menyebabkan penyakit, cidera atau
kerusakan pada anggota tubuh selama berada di dalam lingkungan kerja,

sedangkan menurut Kuswana dalam bukunya menyebutkan Kesehatan kerja
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mengacu pada situasi di mana pekerja tidak cacat fisik atau mental karena
interaksi kerja dan dampak lingkungan.®

Kesehatan pekerjaan adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk
membuat orang-orang pekerja mendapatkan tingkat kesehatan yang sehat,
baik fisik, spiritual dan sosial, dengan upaya pencegahan dan pengobatan atau
masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja *.

Kesehatan Ketenagakerjaan adalah Aman dan Selamat dengan
Penderitaan dan Kerusakan dan Kerugian Di Tempat Kerja, baik ketika alat,
bahan, mesin, mesin dalam proses pemrosesan, pengemasan, konservasi atau
teknik perlindungan lingkungan kerja. Kesehatan Buruh menunjukkan
kondisi yang tanpa Fisik, mental, emosional atau disebabkan oleh lingkungan
kerja. Risiko kesehatan adalah faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja
lebih banyak periode waktu tertentu, lingkungan yang dapat membuat stres
emosional atau gangguan fisik. °

Indikator berikut berdampak pada kesehatan tempat kerja:*°
1. Beban kerja berupa stres fisik, psikis dan sosial, dengan memperhatikan

alokasi pegawai yang berbasis kinerja.
2. Kemampuan untuk bekerja sangat bergantung sekolah, skill, kebugaran,
dan sehat.

3. Lingkungan kerja berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomis dan

psikososial.

8 Kuswana, Wowo. Ergonomi don K3 Kesehaton Keselomaton Kerja, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakorya Offset, 2014) hal. 23

% 4 Anwar Probu Moangkunegora, Op.Cit. hal. 161

Y Budiono S, dkk, Bungs Rompai Hyperkes don Keselomaton Kerja. Semorang: Badon
Penerbit Universitas Diponegoro. 2003. hal. 32
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Terdapat tiga indikator kesehatan kerja, yaitu:'
a. Lingkungan medis, yaitu teempat kerja bersih, udara lancar, system
pembuangan limbah ang aman.
b. Lingkungan kesehatan dan keamanan kerja, yaitu penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi.
c. Perawatan medis pekerja adalah perawatan medis pekerja.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2019 tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja dalam Pasal 1 Peraturan
Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1) Kesehatan kerja merupakan upaya melindungi semua orang yang berada
di tempat kerja sehingga kehidupan sehat dan tanpa masalah kesehatan.

2) Penyakit akibat pekerjaan adalah penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.

3) Kesehatan adalah instrumen dan / atau tempat yang digunakan untuk
mengatur upaya layanan kesehatan, baik pengembang, perkiraan,
penyembuhan dan rehabilitasi yang dibuat oleh pemerintah pusat,
pemerintah dan / atau masyarakat setempat.

4) kerja adalah setiap kamar atau di lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak
atau bahkan lebih, posisi kerja pekerja, atau yang sering disertakan oleh
pekerja untuk tujuan masyarakat dan ada sumber Menurut Ketentuan
Peraturan Peraturan

5) Administrasi Umum Negara adalah Presiden Republik Indonesia, yang
memiliki kekuatan Pemerintah Republik Indonesia, yang disaksikan oleh
Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana disebutkan dalam hukum
Republik.

6) Pemerintah daerah adalah pemimpin regional sebagai unsur operator
pemerintah daerah yang dipandu oleh pelaksanaan masalah pemerintah
otonom yang berwenang.

7) Petugas kesehatan adalah semua yang didedikasikan untuk sektor
kesehatan dan konflik pengetahuan dan / atau keterampilan melalui
pendidikan di sektor kesehatan untuk jenis tertentu yang membutuhkan
upaya kesehatan.

8) Pekerja adalah semua yang bekerja ketika menerima gaji, gaji, atau
imbalan dengan cara lain.

Y M. Monullong, Dasar-dosar Manajemen Bagi Pimpinon Perusohaon. Jokorta. Gajoh Mada
Press. 2012. hal. 57
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9) Manajer kerja atau manajer adalah orang-orang yang memiliki tugas
mengelola tempat kerja langsung atau bagian independen.

10) Pengusaha adalah individu, pengusaha, badan hukum atau lembaga-
lembaga lain yang mempekerjakan pekerja negara yang menggunakan
tentara sipil, Indonesia, anggota Kepolisian Nasional Indonesia yang
membayar gaji, gaji atau hadiah dengan cara lain.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 88 tentang Kesehatan dan Keamanan Kerja Tahun 2019,
dilakukan upaya pencegahan penyakit dan perlindungan pekerja dari
penyakit, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja. Upaya peningkatan
kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
dalam keadaan sehat, sehat dan produktif. Intervensi manajemen penyakit
adalah mengobati penyakit, mencegah keparahan penyakit, mencegah dan
mengurangi kecacatan, serta mencegah kematian.

Keamanan kerja berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Cara yang efektif untuk mencegah kecelakaan adalah dengan mengambil
tindakan yang tepat pada pekerja dan peralatannya sehingga pekerja memiliki
konsep kesehatan dan keamanan kerja untuk menghindari kecelakaan. Pada
saat yang sama, pelatihan keamanan dan kesehatan kerja dirancang untuk
membekali pekerja dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menghindari
kecelakaan ditempat kerja.

C. Keselamatan Kerja
1. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam

melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja
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yang mengakibatkan cidera dan kecacatan permanen pada pekerja yang
menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan, sedangkan
Keamanan kerja menunjukkan kondisi penderitaan yang aman atau
bertahan hidup, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.*?

Keamanan kerja adalah keadaan menghindari risiko di tempat
kerja. Keamanan Kkerja merupakan salah satu faktor yang harus
diperhatikan dalam bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang
menginginkan kecelakaan terjadi. Keamanan kerja sangat tergantung pada
jenis, bentuk dan lingkungan pekerjaan. Keamanan kerja mengacu pada
keamanan yang berkaitan dengan peralatan kerja, dan prosedur
pengelolaannya, prinsip kerja, lingkungan dan metode kerja.*®

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik
Indonesia, kedokteran kerja bertujuan untuk membantu pekerja,
melindungi pekerja dari gangguan kesehatan akibat kerja dan lingkungan
kerja, meningkatkan kesehatan, memberikan pengobatan dan perawatan,
serta rehabilitasi.

Menurut Peraturan No. PER.08/MEN/VII1/2010 tentang Alat
Pelindung Diri dalam Pasal 1 Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi
Republik Indonesia, Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) adalah

jenis orang yang berbahaya. dengan sebagian atau seluruh Tubuh.

12 9.4 Anwar Probu Moangkunegora. Moanajemen Sumber Daya Moanusia. (Bandung: Remajo
Rosda Karya. 2004) hal. 161

B Suwardi, dan Daryanto. Pedomon Proktis K3LH Keselomoton Kesehaton Kerjo don
Lingkungan Hidup. (Yogyakorta: Penerbit Gova Media. 2018) hal 1
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Selain itu, pengertian Alat Pelindung Diri dalam Pasal 2 Peraturan
PER.08/MEN/V11/2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik
Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pengusaha harus memberikan APD untuk pekerja di tempat kerja.
b. APD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mematuhi standar
nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
c. APD, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), akan diberikan oleh
pengusaha untuk cumacuma.
2. Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:**

a. Lindungi pekerja pada keamanan mereka melakukan pekerjaan untuk
kesejahteraan kehidupan dan meningkatkan produktivitasnya

b. Menjamin keamanan semua orang yang bekerja

c. Mempertahankan sumber produksi dan penggunaan dengan cara yang
aman dan efisien

Tujuan keamanan kerja adalah sebagai berikut:*

1) Menjamin perlindungan keamanan dan kesehatan kerja bagi setiap
karyawan secara fisik, sosial dan mental

2) Menggunakan semua peralatan dan perlengkapan kerja seselektif
mungkin

3) Menjamin keamanan semua produk yang dihasilkan

4) Menjamin pemeliharaan dan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan

karyawan

Y Buntarto, Op.Cit. hal. 6
Y A Anwar Probu Mongkunegara, Op.Cit. hal. 162
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5) Meningkatkan motivasi kerja, kemampuan beradaptasi dan partisipasi
kerja
Sedangkan kondisi dalam keamanan dan kesehatan kerja dalam
peraturan perundangan no. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan

b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran

c. Memberikan kemungkinan atau sarana penyelamatan diri jika

terjadi kebakaran atau kecelakaan

d. Bantuan jika terjadi musibah
Menyediakan pekerja dengan alat pelindung diri
Mencegah dan mengendalikan terjadinya atau penyebaran
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara,
cuaca, radiasi, kebisingan dan getaran.
Mencegah dan mengendalikan terjadinya penyakit akibat kerja,
termasuk fisik dan mental, keracunan, infeksi dan penularan
Memperoleh informasi yang memadai dan memadai
Menjaga suhu dan kelembaban udara yang baik
Menyediakan AC yang memadai
Menjaga kebersihan, kesehatan dan ketertiban
Menggunakan ergonomi di tempat kerja

. Menjamin keamanan transportasi orang dan barang
Perlindungan dan pemeliharaan berbagai bangunan
Perlindungan dan promosi pekerjaan bongkar muat,
penanganan dan penyimpanan barang
Menghindari arus berbahaya
Penyesuaian dan peningkatan keamanan jika terjadi
peningkatan risiko kecelakaan.

—h @
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3. Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja
Bangun menyebutkan dalam bukunya bahwa ada tiga alasan
pentingnya produksi yang aman dan setiap perusahaan memiliki kewajiban
untuk melaksanakannya: Antara lain, alasan pentingnya produksi yang
aman adalah alasan moral, hukum dan ekonomi.*®

a. Moral

18 Bongun, Wilson. Manajemen Sumber Daya Monusia, (Jokorta: Erlongga. Ghozali, 2012)
hal. 379
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Manusia adalah makhluk paling mulia di dunia, sehingga
manusia harus dihormati dalam organisasi. Orang berhak atas
perlindungan kesehatan dan keamanan Kkerja, kesusilaan dan
kesusilaan, serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan dan nilai-nilai agama (UU Ketenagakerjaan No. 13
Tahun 2003 Republik Indonesia). Pengusaha melakukan ini untuk
membantu dan mengurangi beban kecelakaan kerja bagi pekerja dan
keluarganya.

Hukum

Hukum perburuhan adalah jaminan bagi setiap pekerja untuk
menghadapi risiko pekerjaan yang dihadapinya. Majikan yang
mengabaikan tanggung jawab perlindungan pekerja dan menyebabkan
kecelakaan di tempat kerja akan dihukum sesuai dengan undang-
undang ketenagakerjaan. Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1
Tahun 1970 mengatur tentang perlindungan pekerja di semua
lingkungan kerja di wilayah hukum, baik darat, tanah, air, air maupun
udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekonomi

Banyak perusahaan akan menemui karena alasan ekonomi
karena biaya yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tidak
sedikit. Sebagian besar perusahaan membebankan asuransi untuk

cedera terkait pekerjaan yang diderita oleh karyawan mereka.
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4. Ruang Lingkup Keselamatan Kerja

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keamanan

kerja mengatur ruang lingkup keamanan kerja di semua tempat kerja, baik

di dalam tanah, darat, air, air maupun udara, di mana:*’

a.

b.

membuat mesin, diuji, digunakan, pesawat, peralatan atau instalasi
berbahaya menyebabkan kecelakaan.

Produk dikerjakan, digunakan, dipasarkan, diangkut atau disimpan
barang yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menyebabkan
infeksi, suhu tinggi.

Pengembangan  perbaikan,  perawatan, = pembersihan  atau
pembongkaran rumah, bangunan lain termasuk bangunan untuk irigasi,
saluran atau terowongan bawah tanah, dll.

Urusan Pertanian, Penanaman, Kompensasi Kehutanan, Pekerjaan
Hutan, Pengerjaan Kayu atau Produk Hutan Lainnya, Peternakan,
Perikanan.

Emas, perak, logam atau perusahaan pengolahan logam lainnya, gas,
minyak atau mineral lain, baik di permukaan maupun di bumi, dan di
bagian bawabh air.

Pengangkutan barang, hewan atau manusia, dilihat dengan baik,
melalui galeri, permukaan air dan udara.

Mengerjakan beban dan bongkar kapal, dermaga, musim semi, stasiun
atau gudang.

Menyelam, mengambil benda dan karya-karya lain dalam air
Pekerjaan dibuat pada ketinggian ke bumi atau perairan.

Pekerjaan dilakukan di bawah tekanan udara atau suhu tinggi atau
rendah.

Pekerjaan yang mengandung bahaya tanah yang terkubur, yang jatuh,
tertabrak benda, jatuh, melayang atau dilemparkan.

Pekerjaan dilakukan dalam tangki atau lubang.

. menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas,

hembusan, iklim, sinar atau radiasi, suara atau getaran.

Menghapus atau memusnahkan limbah.

Transmisi atau radio yang diterima, radar, televisi atau telepon.
Pendidikan, pembinaan, eksperimen, pencarian atau penelitian
menggunakan alat teknis.

Risen, dimodifikasi, dipanen, disimpan, didistribusikan listrik, gas,
minyak atau air.

Mainkan, menunjukkan atap atau rekreasi lain yang dipelihara
menggunakan peralatan, instalasi listrik atau mekanik

Y7 Pasal 2 Undong-Undang Nomor 1 Tohun 1970 tentong Keselomaton kerja
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Tujuan keamanan kerja sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang
nomor 1 tahun 1970 tentang keamanan tenaga kerja adalah sebagai
berikut; '8

mencegah dan mengurangi kecelakaan;

Mencegah, mengurangi kebakaran;

Mencegah dan mengurangi bahaya;

Berikan peluang atau jalur untuk diselamatkan pada saat kebakaran
atau peristiwa berbahaya lainnya;

oo o

e. Berikan bantuan untuk kecelakaan;
f. Berikan alat perlindungan diri kepada pekerja;
g. Hindari dan kendalikan suhu atau suhu distribusi, kelembaban, debu,

kotoran, asap, uap, gas, angin, iklim, sinar atau radiasi, suara dan
getaran;

h. Hindari dan kendalikan penampilan penyakit karena pekerjaan, fisik
dan psikis, keracunan, infeksi

I. Mendapatkan pencahayaan yang cukup dan memadai;

J. Atur suhu yang baik dan udara basah;

k. Atur penyegaran udara yang cukup;

I.  Jauhkan pembersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. Dapatkan harmoni antara pekerja, alat kerja, lingkungan, bentuk, dan
proses;

n. Pastikan dan memfasilitasi transportasi orang, hewan, tumbuhan atau
barang;

0. Memastikan dan memelihara semua jenis bangunan; Perpustakaan.

p. Pastikan dan memfasilitasi pekerjaan potongan, perawatan dan
penyimpanan barang

g. Pencegahan listrik berbahaya;

Penyesuaian dan peningkatan keamanan di tempat kerja yang

berfungsi meningkat.

-

D. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja
Definisi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dibagi dua
aspek, yaitu:
a. Pengertian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut para

ahli dan sarjana.

8 Pasal 3 Undong-Undang Nomor 1 Tohun 1970 tentong Keselomaton Kerja



25

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tentang Sumber Daya
Manusia Tahun 2003 mengatur bahwa setiap pekerja memiliki hak dan
kemungkinan yang sama untuk bekerja dan kehidupan yang layak,
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau orientasi
politik. Minat dan keterampilan penduduk yang bekerja, kegiatan
terkait, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.
Pada saat yang sama.

Menurut H. Zainal Asikin, keamanan kerja dibagi tiga jenis:*°

1) Perlindungan ekonomi berarti melindungi pekerja berupa
penghasilan yang memadai, termasuk pekerja yang tidak bekerja di
luar kehendaknya.

2) Perlindungan sosial berkaitan dengan perlindungan pekerja,
kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi dalam
bentuk jaminan kesehatan perusahaan. Perlindungan teknis berarti
melindungi pekerja berupa keamanan dan perlindungan.

Imam Soepomo, pengertian perlindungan hukum bagi pekerjs
yaitu menjamin buruh dapat melakukan pekerjsan yang layak bagi
manusia. Perlindungan hukum mencakup perlindungan jam Kkerja,
perlindungan system pengupahan, waktu istirahat dan hari libur.
Perlindungan terhadap system pengupahan merupakan aspek
perlindungan yang berdampak besar terhadap etika profesi pekerja.

Selama pekerjs melakukan pekerjaannya, ia berhak untuk dibayar

Y Zainal Hsikin, Dasor-Dasar Hukum Perburuhon, (Jokorta: PT. Roja Grafindo Persado,
2002) hal. 76.
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untuk melindungi hidupnya bersama keluarganya. Selama periode ini,
majikan wajib membayar upah.?°

Sjahran dalam S.F Marbun telah menyatakan: "Perlindungan
hukum adalah urgensi yang wajar untuk muncul dalam posisi
kepemimpinan, terutama dalam realisasi pemerataan keadilan".
Penggambaran perlindungan Hukum itu sendiri adalah "semua upaya
secara sadar secara sadar dari semua lembaga pemerintah, sektor
swasta bertujuan untuk mencari keamanan, dominasi, dan kepatuhan
dengan kesejahteraan kehidupan sesuai dengan hak asasi manusia yang
ada". %

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan
hukum “selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua jenis kekuasaan
yang selalu diperhatikan, kekuasaan pemerintah dan kekuasaan
ekonomi. Soal pemerintahan, melawan rakyat. (yang diperintahkan)
terhadap pemerintah (governance). Masalah perlindungan hukum
kekuatan ekonomi. Tentang kekuatan ekonomi, masalah perlindungan
hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) dari yang kuat
(ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan .?

Melihat situasi pekerja yang kurang beruntung, mereka sangat

membutuhkan perlindungan hukum. Selain itu, H. Zainal Asikin

menyatakan: Jika peraturan perundang-undangan di bidang

2% 1bid

2L Sjachran B. Pengontor Hukum Ketenagokerjaon Indonesio Berdasarkon Undang-Undong
No. 13 Tohun 2003, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 26

2 M. Hadjon. Komus Hubungon Industrial don Manajemen Sumber Days Monusia, Jokorta:
PT. Dunia Pustaka Jaya, 2006) hal. 159
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ketenagakerjaan mewajibkan atau memaksa pengusaha untuk
bertindak sesuai dengan hukum, maka semua pihak sebenarnya telah
melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak pengusaha
karena efektifitas hukum tidak tidak tergantung pada sosiologi dan
filsafat diukur.”®

b. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Tinjau
Dari Segi Undang-Undangan.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Dasar
Penunjang Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1999 tentang
penyempurnaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan
pengertian tenaga kerja, yang artinya “setiap orang yang dapat bekerja
sekaligus mengabdi kepada masyarakat baik didalam maupun diluar
hubungan kerja. Kebutuhan untuk menghasilkan barang dan jasa”.?*

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan
tahun 2003, pentingnya undang-undang untuk melindungi pekerja
tidak disebutkan secara jelas, tetapi hal ini terlihat jelas dari tujuan
undang-undang itu sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 4(c) yang
mengatur bahwa : Jika tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah

untuk melindungi pekerja untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka

perlindungan hukum terhadap pekerja dapat diartikan sebagai

2 Zoenal Hzikin, Dasor-Dasor Hukum Perburuhon, Cet. (Jokorta: V PT. Raja Grofindo
Persads, 2004) hal. 95

? Lalu Husni, Dasar-dasar Hukum Perburuhon, (Jokarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
hal. 44
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peningkatan produktivitas secara langsung atau tidak langsung dalam
lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan kita
dalam hal ras, agama atau system gender pemerintah negara bagian,
seperti yang dimasukkan dalam penjelasan aktivasi dasar tahun 1945,
termasuk pandangan "Indonesia adalah negara yang didasarkan pada
hukum (Recestaat) dan Pemerintah Berdasarkan Sistem Konstitusi
"Elemen utama undang-undang adalah pengakuan dan perlindungan
hukum" hak-hak fundamental "( hak konstitusional warga negara).
Dalam hal ini, Hukum Fundamental Republik Indonesia, ayat 2 Pasal
27 menetapkan bahwa, setiap kali warga memiliki hak untuk bekerja
dan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan.

Jaminan Sosial untuk bekerja adalah perlindungan dan akan
memberikan manfaat bagi properti Keja dan bagi keluarga mereka
untuk sangat dicurigai karena risiko yang disebabkan oleh pekerjaan
mereka.”

Perlindungan pekerja/buruh harus mencakup: menjamin
terwujudnya hak-hak dasar pekerja, menjamin  persamaan
kemungkinan dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Pekerja dapat

dilindungi dengan memberikan bimbingan, kompensasi atau penerapan

2 Junaidi Abdulloh, Bentuk-Bentuk Jominan Sosial Don Manfoatnys Bagi Tenaga Kerja
Dalom Hukum Ketenagokerjoon Indonesia, Jurnal Pemikivon Hukum don Hukum Islom, Yudisia, 9
(Jon-Jun), 2018, hal. 122, Tersedio di:
https.//www.google.com/url?so=tdansource=webdanrct=jdanurl=https.//journal.isinkudus.oc.id/i
ndex.php/Yudisia/article/download/3676/2562danved=2ohUKEwjQ6Y7LgrDyAhXbfHOKHX30B31
OFnoECAMQBgdanusg=A40vVowOgdeMpCgJexlo 1rf890hu2, diakses pada tonggal 14 Agustus
2021.



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3676/2562&ved=2ahUKEwjQ6Y7LqrDyAhXbfH0KHX3oB3IQFnoECAMQBg&usg=AOvVaw0qdeMpCgJexlo1rf89ohu2
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3676/2562&ved=2ahUKEwjQ6Y7LqrDyAhXbfH0KHX3oB3IQFnoECAMQBg&usg=AOvVaw0qdeMpCgJexlo1rf89ohu2
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3676/2562&ved=2ahUKEwjQ6Y7LqrDyAhXbfH0KHX3oB3IQFnoECAMQBg&usg=AOvVaw0qdeMpCgJexlo1rf89ohu2
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norma-norma untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia,
perlindungan materi dan sosial ekonomi.?®
2. Macam-macam Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:*’

a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif ini memberikan kemungkinan kepada
badan hukum untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum
keputusan pemerintah tersebut final. Tujuannya untuk menghindari
perselisinan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat
berguna bagi tindakan nasional yang didasarkan pada kebebasan
bergerak. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk
membuat keputusan diskresi. Mengenai perlindungan hukum preventif
terhadap masyarakat, belum banyak regulasi yang mengatur, namun
dalam perlindungan hukum preventif ini ditemukan sarana preventif
berupa kontradiksi (inspraak).

b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan
sengketa. Perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh pengadilan
biasa dan pengadilan tata usaha negara. Asas perlindungan hukum dari

tindakan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan

2 Niru Anita Sinaga (dkk.), Perlindungon Hukum Hok-Hok Pekerjo Dalom Hubungon
Ketenagakerjaon Di Indonesia, Tersedia di:
https.//www.google.com/url?so=tdansource=webdanrct=jdanurl=https.//journal.universitossurya
darma.ac.id/index.php/jti/orticle/view/24/23danved=2ohUKEwjSpOCuo7 DyAhWIWis KHWa XBtA
QFnoECA8QAQdanusg=40vVowOHPfiZdwR4cs-QtMIAtpKS, diokses pada tonggal 14 Agustus
2021

2T http://digilib.unils.oc.id/6226/13/BAB%2011.pdf. Diskses Pado tonggal 20 Hpril 2021
Pukul 18.00 WIB
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hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan pada batasan
dan kewajiban hak asasi manusia.

3. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ditempat kerja merupakan jenis perlindungan bagi
pekerja dan keluarganya untuk menghadapi berbagai risiko pasar tenaga
kerja. Jika kita mengikuti pendekatan saat ini, secara obyektif sulit untuk
menjadikan proyek jaminan sosial pekerja sebagai mekanisme utama
sistem jaminan sosial.

Tenaga kerja di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 100 juta orang
akan terus tumbuh lebih dari 2 (dua) persen per tahun.?® Pekerja yang
melakukan pekerjaan, memungkinkan untuk mengalami kecelakaan,
penyakit, kehamilan, hamil dan mati, sehingga mereka harus mendapatkan
perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja.?

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
tersebut diselenggarakan dalam bentuk rencana jaminan sosial bagi tenaga
kerja berdasarkan usaha bersama, keluarga dan bantumembantu yang

terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

8 Lalu Husni, Pengontor Hukum Ketenagokerjoon Indonesio Edisi Revisi, Cet. 4, (Jokorto:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 152.

2 Siti Ummu Abdilloh (dkk.), Kebijokon Jominan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal
Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkon Kesejohteraan, Yustisia, 4 (Sep-Des), 2015, hal 558,
Tersedia di
https.//www.google.com/url?so=tdansource=webdanrct=jdanurl=https.//jurnal.uns.oc.id/vustisia/
article/viewFile/8688/7776danved=2ohUKEw;j2jYjEkrDyAhXVYisKHTNYA6MOFnoECAOQOAQda
Nusg=A0vVowl4iBgR_SxOz4_g2CWATpuh, diskses pada tonggal 14 Hgustus 2021.



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8688/7776&ved=2ahUKEwj2jYjEkrDyAhXVYisKHTNYA6MQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw14iBgR_SxOz4_g2CWATpuh
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Mengganti sebagian atau seluruh basis pendapatan yang hilang dengan
pendapatan keluarga.
Jaminan sosial dari tenaga kerja memiliki aspek yang berbeda,
antara lain: ¥
a. Memberikan perlindungan dasar untuk menutupi mata pencaharian
pekerja dan keluarganya.
b. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencurahkan tenaga
dan gagasannya ke dalam perusahaan tempat mereka bekerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang
Penyelenggaraan System Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang termuat
dalam Pasal 2 tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup:™
a. Jaminan dalam bentuk uang yang meliputi:
1) Terjamin kecelakaan kerja.
2) Jaminan kematian.
3) Jaminan anthichity.
b. Jaminan dalam bentuk layanan, yaitu jaminan bantuan medis.
Jaminan sosial pekerja dapat mengatasi risiko kerja sekaligus
memberikan ~ keamanan kepada orang-orang, Yyang membantu

meningkatkan efisiensi kerja. Karena perlindungan sosial bagi penduduk

% Dede Agus, Perkembangan Pengaturan Jominan Sosial Tenaga Kerjo Dalom Rongko
Perlindungon Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justisio Jurnal Ilmu Hukum, 8 (Jon-Mor), 2019, hal. 55,
Tersedia di:
https.//www.google.com/url?so=tdansource=webdanrct=jdanurl=https://jurnal.fh.unilo.ac.id/inde
x.php/fiat/article/view/286/261danved=2ohUKEwj2j YjEkrDyAhXVYisKHTNYA6 MQFnoECC0QA
Qdanusg=A0vVow3aLxTOGQ;TJ bSi7spTDxh, diskses pada tanggal 9 Juli 2021.

3L Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintoh Nomor 14 tahun 1993 tentong Penyelenggarakon
Progam Jominan Sosial Tenaga Kerja



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/286/261&ved=2ahUKEwj2jYjEkrDyAhXVYisKHTNYA6MQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw3aLxTOGQjTJ_bSi7spTDxh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/286/261&ved=2ahUKEwj2jYjEkrDyAhXVYisKHTNYA6MQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw3aLxTOGQjTJ_bSi7spTDxh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/286/261&ved=2ahUKEwj2jYjEkrDyAhXVYisKHTNYA6MQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw3aLxTOGQjTJ_bSi7spTDxh
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yang bekerja mendukung harga diri dan kebanggaan masyarakat
dihadapkan dengan risiko sosial yang berbeda, hal itu menciptakan
keamanan Kkerja. Selain itu, dana digunakan untuk mendukung pembiayaan
pembangunan nasional dari dana jaminan sosial tenaga kerja.

Manfaat jaminan sosial tenagakerja pada dasarnya adalah
fundamental menjaga martabat pekerja. Dengan manfaat dasar ini,
pembiayaan dapat digarisbawahi seminimal mungkin untuk semua
pengusaha dan tenaga kerja, yang memiliki kapasitas keuangan yang lebih
besar dapat meningkatkan manfaat dasar melalui bentuk lain.

4. Dasar Hukum Pengaturan Perlindungan Tenaga Kerja yang Bekerja

Melebihi Waktu Jam Kerja

a. Pasal 77 (2) 13 hari. Pada tahun 2003 terdapat 2 model waktu kerja
(normal) untuk waktu kerja yang ditentukan (normal), yaitu: *

1) 7 (tujuh) jam per hari, 40 (empat puluh) jam per minggu, model
waktu kerja 6:1, yaitu: 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) minggu hari
istirahat;

2) 8 (8) Jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu Jam kerja
5:2, yaitu: 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan.

b. Menurut Pasal 78(2) dan Pasal 85(3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang melebihi
jam kerja normal (lembur resmi, WKL) wajib membayar upah kerja
lembur (UKL) menurut Pasal Perhitungan Pasal 11 dan Pasal 8

Kepmenakertrans No. Kep102/Herren/\V1/2004. Dengan kata lain, jika

32 Lihat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undong Nomor 13 Tohun 2003 Tentong Ketenagokerjoon
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kontraktor mempekerjakan pekerja lebih dari 7 (tujuh) jam per hari
dalam mode 6:1 atau lebih dari 8 (delapan) jam per hari dalam mode
5:2, maka UKL wajib membayar. *

c. Termasuk dalam pengertian pekerjaan yang melebihi jam Kerja
(normal) sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 11
Kepmenakertrans. No. Kepl02/MEN/VI1/2004 dan pasal 85 ayat 3
undang-undang no. 13 th. 2003 adalah:3*

1) Untuk menggunakan pekerja / pekerja pada hari istirahat mingguan
(terutama dalam model kerja waktu 5: 2); dan / atau

2) mempekerjakan pekerja / pekerja pada liburan resmi (Pasal 85 [1]
UUK).

d. Syarat dan ketentuan waktu kerja lembur (WKL) tersebut di atas
secara umum adalah sebagai berikut:®
1) Disetujui oleh (masing-masing) pekerja/buruh yang bersangkutan

(lihat Pasal 78 ayat [1] a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
2) Kerja lembur paling lama 3 (tiga) jam per hari, kerja lembur paling
lama per minggu hanya boleh dilakukan 14 jam, kecuali lembur
pada hari istirahat mingguan atau hari libur nasional. Dengan kata
lain, aturan lembur adalah sampai dengan 3 (tiga) jam per hari dan
sampai dengan 14 jam per minggu. Lembur (lembur) dapat tetap

bekerja pada hari-hari istirahat mingguan atau hari libur umum

3 Lihat Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tohun 2003 Tentong Ketenagakerjoon

3 Lihat Pasal 85 ayat (3)Undong-Undang Nomor 13 Tohun 2003 Tentong Ketenagokerjoon

% Keputuson Menteri Tenago Kerjo Don Tronsmigrasi Republik Indonesio Nomor Kep.
102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerjo Lembur Dan Upah Kerjo Lembur
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sepanjang terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penyegaran
sebagai hari istirahat mingguan (lihat Pasal 78 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003[1] huruf b dan Pasal 3, Pasal [2]
Kepmenakertrans No. Kep102/MEN/V1/2004).

3) Sesuai dengan ketentuan Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional No. 106 Tahun 1957 tentang Libur Mingguan Bisnis
dan Kantor (Libur Minggu Kerja dan Kantor), Konvensi ini telah
diratifikasi dengan Undang-undang No. 106. Keputusan No. 3
Tahun 1961 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 3. Menurut
Keputusan No. 106 tentang istirahat mingguan di area komersial
dan perkantoran, pekerja di perusahaan komersial (perusahaan
komersial) dan kantor umumnya berhak atas periode 24 jam -
Istirahat mingguan setiap 7 (tujuh) hari kerja dan berhak atas
istirahat mingguan penuh sejumlah upah, kecuali dalam keadaan
berikut, force majeure atau (dalam) pekerjaan yang sangat
mendesak, untuk menghindari kerugian akibat kerusakan barang.
Dengan kata lain, meskipun ada hak untuk berlibur pada hari-hari
istirahat mingguan selama penyebabnya adalah force majeure atau
beban kerja yang sangat tinggi (bertumpuk), pekerja dapat
dipekerjakan (lembur) dan risiko kerusakan barang dapat dihindari.

e. Menurut Pasal 77(3) dan Pasal 78(3) Keputusan No. 13 Tahun 2003,
peraturan jam kerja (normal) pada poin 1 dan peraturan lembur pada

poin 2 dan 3 industri atau cabang profesi tidak berlaku.
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Sesuai dengan Pasal 77 (4) dan Pasal 78 (4) 13. Pada tahun 2003

ditetapkan peraturan (sendiri-sendiri dan tersendiri) tentang jam Kerja,

uang lembur dan uang lembur (khusus) di bidang atau pekerjaan
tertentu.

Sesuai dengan kewenangan “UU Ketenagakerjaan”, Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia menetapkan

jam kerja dan lembur dan upah lembur (khususnya) untuk industri atau

pekerjaan tertentu. memiliki 3 (tiga) yaitu

1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl RI
KEP.234/ UOME 2003) pada saat bekerja dan gangguan di sektor
energi energi dan sumber daya mineral di daerah tertentu;

2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Perl5 /
Men/ VII / 2005 Pada saat jam kerja dan beristirahat di sektor
tambang publik di sektor operasi tertentu; dan

3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Perll / Pria /
VIl / 2010 tentang waktu kerja dan beristirahat di sektor perikanan
di beberapa bidang operasi;

Peraturan menteri tersebut di atas juga mengatur, antara lain:

1) Perusahaan diindustri energi dan bahan baku, termasuk company
jasa penunjang yang melakukan kegiatan diwilayah perusahaan
tertentu, dapat memiliki satu dan/atau beberapa jam kerja, waktu
kerja tertentu (sesuai kebutuhan) dan setiap rasio kerja. jam

istirahat adalah dua banding satu (2:1), paling lama empat belas



2)

3)
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(empat belas) hari kerja dan paling singkat lima (lima) hari, tidak
dipungut biaya (lihat juga Pasal 2(1)) dan Pasal 5( 2)
Kepmenakertrans No. Kep.234/Men/2003);

Perusahaan dibidang pertambangan umum, termasuk perusahaan

jasa penunjang yang beroperasi di wilayah operasi tertentu, dapat

mengajukan permohonan:

a) Waktu kerja dan istirahat yang ditetapkan dalam
Kepmenakertrans (WKW!I).Kep.234/Men/2003 dan/atau

b) Waktu kerja terpendek adalah 10 (sepuluh) minggu kerja tanpa
henti, 2 (dua) minggu istirahat tanpa henti dan 1 (satu) hari
istirahat per 2 (dua)) kerja minggu (Pasal 2 Permenakertrans
No.Per15/Men/V11/2005)

Perusahaan dibidang perikanan, termasuk perusahaan jasa

penunjang yang melakukan kegiatan diwilayah perusahaan

tertentu, dapat memilih dan menetapkan satu dan/atau lebih jam
kerja sesuai dengan kebutuhan usaha perusahaan sebagai berikut:

a) periode kerja 3 (tiga) minggu di bawah, dengan ketentuan
setelah pekerja bekerja untuk 2 (dua) minggu berturut-turut
tanggal 1 (satu) hari istirahat dan 4 (empat) hari istirahat
setelah pekerja setelah penyelesaian pekerja;

b) periode kerja 4 (empat) minggu berturut-turut, asalkan pekerja
bekerja selama 2 (dua) minggu berturut-turut menerima 1 (satu)

hari istirahat dan 5 (lima) hari istirahat setelah pekerja
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menyelesaikan masa kerja. (Pasal 3 Permanaker No.Forll /

Men / VI1/2010)
Maksudnya adalah jam kerja yang ditentukan oleh Peraturan Menteri
tersebut semuanya melebihi jam kerja normal atau semua termasuk
tambahan lembur otomatis, upah lembur yang seragam (satu paket)
dan pembayaran upah secara teratur setiap pekerja/pekerja.
Oleh karena itu, dipahami dari pasal 78 (4) Pasal 78 UU No.13 tahun
2003 ("Ketentuan dalam waktu waktu kerja dan upah kerja dalam jam
kerja yang lebih banyak pada mereka yang dimaksud dalam ayat [2]
dan paragraf [ 3] diatur oleh Keputusan Menteri "), itu adalah
pengaturan waktu kerja yang luar biasa dan pekerjaan luar biasa yang
diatur oleh peraturan Menteri Potenza dan transmitrasi Republik
Indonesia adalah satuan waktu antara kerja luar biasa dengan
pekerjaan luar biasa kali di beberapa sektor, seperti 3 peraturan (tiga)
Menteri seperti pada 7. poin yang disebutkan di atas. Dengan kata
lain, setiap peraturan menteri, setiap kali bekerja telah meleleh dan
meleleh dengan waktu kerja yang luar biasa (sering disebut otomatis
luar biasa), sehingga akumulasi gaji Anda juga merupakan paket gaji

yang normal "lebih banyak" gaji kerja lembur *.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan
empiris, yang pada dasarnya merupakan gabungaan antara pendekatan hukum
peraturan dengan penambahan elemen empiris yang berbeda. Metode
peraturan penelitian hukum umumnya dikenal sebagai penelitian hukum
doktrinal atau pencarian perpustakaan. Penelitian hukum doktrinal yang
disebut karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga
penelitian ini terkait erat dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data
sekunder di perpustakaan, dan akan memeriksa Normanorm dalam undang-
undang. Sementara penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum
yang melayani hukum secara nyata dan meneliti bagaimana cara bekerja
dalam hukum di masyarakat. Sejak dalam penelitian ini, memeriksa orang-
orang dalam hubungan kehidupan di masyarakat, mereka dapat mengatakan
bahwa metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis.*
B. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan, antara lain: *’
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah kegiatan mempelajari

peraturan perundang-undangan, yang mencakup perlindungan hukum

3% Soekanto Soerjono, don Momudji Sri, Penelition Hukum Normatif suatu Tinjouon Singkat,
Jokarta: PT Grafindo Persada, 2009, hal, 45

8 Peter Mohmud Morzuki, Penelition Hukum, Jakarts : Kencana Prenads Media Group,
2011, hal. 93
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terhadap ketenagakerjaan dari undang-undang, buku, dokumen, dan
sumberlainnya.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang dilaksanakan
dengan mengkaji atau membimbing literatur dan pendapat para ilmuwan
dan pakar tentang masalah yang dibahas.

3. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis approach)

Pendekatan sosiologis adalah cara untuk menafsirkan hukum
sebagai fenomena sosial, menjelaskan kaitan antara hukum dan perilaku
sosial, kaitan antara hukum dan perilaku sosial, dan kaitan hukum antara
hukum dan fakta sosial.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan dalam

penelitian ini mencakup:®

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum otoritatif berupa

undang-undang. Peraturan perundangundangan yang digunakan adalah
peraturan perundangundangan yang terkait dengan penelitian yang
dilakukan, yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keamanan kerja

3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

%8 Hchmoad, Yulionto don Mukti Foajor, Dualisme Penelition hukum Normoatif Empiris,
Yogyakarta: Pustoka Pelajar, 2015, hal. 67
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4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Kerja
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012
Tentang Penerapan System Manajemen Keamanan Dan Kesehatan
Kerja
7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang akibat kerja,
penyakit
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum atau teori-
teori yang diperoleh berdasarkan literatur hukum, output penelitian
artikel ilmiah, juga website yang terkait menggunakan bahan aturan
sekunder dalam dasarnya dipakai buat menaruh penerangan terhadap
bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka
penelitian akan terbantu buat tahu atau menganalisis bahan aturan
primer. Termaksud jua pada bahan aturan sekunder, yaitu bahan yang
menaruh penerangan tentang bahan aturan primer, yang terdiri
berdasarkan buku, jurnal, makalah dan goresan pena yang terkait.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menaruh petunjuk dan
menyebutkan bahan hukum taraf pertama dan ke 2 yang terdiri
menurut kamus aturan, kamus akbar bahasa Indonesia, jurnal, surat

kabar, dan lain-lain.
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2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data, antara lain:

a. Data utama merupakan data yang diperoleh pribadi berdasarkan asal
pertama wawancara yang baik menggunakan fakta Kantor K3, dan
responden pengawai PLN.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan dokumen
resmi, laporan, buku, dllI.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data
Teknik pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini mencakup:*®

1. Teknik dan indera pengumpulan, yaitu mencari dan mengumpulkan dan
meninjau undang-undang, literatur dan pendapat akademisi yang terkait
menggunakan kasus kasus yang dibahas melalui studi perpustakaan.

2. Teknik dan indera pengumpulan data dikumpulkan menggunakan memakai
teknik wawancara yaitu melalui komunikasi pribadi menggunakan orang
yang diwawancarai dan pemberi informasi. “Wawancara merupakan situasi
Kiprah interpersonal pribadi, saat seorang berpikir bahwa pewawancara
mengajukan pertanyaan buat menerima jawaban yang seksama atas
pertanyaan survei, orang yang diwawancarai dan penyedia informasi.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data
Metode analisis yang dipakai merupakan analisis naratif kualitatif, yaitu
analisis aturan menurut bahan pustaka dan output wawancara berdasarkan

orang yang diwawancarai atau orang dalam, yang lalu menganalisis data yang

% Ibid, hal, 161
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dibutuhkan buat memperoleh data dan rangkaian istilah atau warta memakai
penyajian formal. Penelitian naratif merupakan penelitian yang bertujuan buat
menyatukan gambar atau potret pertanyaan mengenai pola dan perkara. Penulis
sudah menerapkan data yang diperoleh berdasarkan output penelitian pada
wilayah ini melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Tidak hanya
wawancara, namun pula penulis output wawancara (praktik pada tempat) berisi
surat keterangan kitab dan undang-undang. Sehingga hasilnya bisa dijadikan
panduan buat memecahkan perkara penelitian. *° Setelah menganalisis bahan-
bahan aturan dan data, maka konklusi menggunakan metode induktif dianalisis,

yaitu, konklusi berdasarkan hal-hal bersifat spesifik ke umum.

%0 Soerjono Soekanto, Pengantor Penelition Hukum, Jokorta: Universitas Indonesia Press,
1986. hal. 112



